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 The main objective of this research is to find out what are the inhibiting 

factors for non-wage participant compliance so that participants commit 

arrears and know and obtain in-depth information about the non-

compliance of non-salaried participants in paying BPJS Health 

contributions in South Tondano District. The approach used is a 

qualitative approach. The indicators that will be studied are income, 

knowledge, perceptions, and motivation. Data analysis that will be used 

in this study is descriptive data analysis with a qualitative approach. The 

results of the study found that all informants had low incomes and were 

disobedient in making contribution payments. The research results 

reviewed from knowledge found that knowledge is still relatively low and 

is in arrears in paying BPJS Health contributions. the indicators 

reviewed from the perceptions of participants had unfavorable 

perceptions and were in arrears in paying BPJS Health contributions. 

and also seen from the motivational indicators, they don't have enough 

motivation and also continue to make arrears in paying BPJS Kesehatan 

contributions Thus it can be concluded that all informants experienced 

non-compliance in paying Participants are not wage earners BPJS 

Kesehatan contributions at the Tondano branch due to several factors 

including: income, knowledge, perceptions, and motivation. 
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 Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang 

menjadi faktor penghambat kepatuhan peserta bukan penerima upah 

sehingga peserta melakukan penunggakan dan mengetahui serta 

memperoleh informasi yang mendalam mengenai ketidakpatuhan peserta 

bukan penerima upah dalam membayar iuran BPJS Kesehatan di 

Kecamatan Tondano Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Indikator yang akan diteliti adalah pendapatan, 

pengetahuan, persepsi, dan motivasi. Analisis data yang akan digunakan 



 

dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa seluruh informan memiliki 

pendapatan yang rendah dan tidak patuh dalam melakukan pembayaran 

iuran. Hasil penelitian yang ditinjau dari pengetahuan ditemukan bahwa 

pengetahuan masih tergolong rendah dan menunggak dalam membayar 

iuran BPJS Kesehatan. indikator yang ditinjau dari persepsi peserta 

memiliki persepsi yang kurang baik dan menunggak dalam membayar 

iuran BPJS Kesehatan. Dan juga dilihat dari indikator motivasi, mereka 

tidak memiliki motivasi yang cukup dan juga terus melakukan 

penunggakan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa semua informan mengalami ketidakpatuhan 

dalam membayar iuran BPJS Kesehatan peserta bukan penerima upah di 

cabang Tondano disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: pendapatan, 

pengetahuan, persepsi, dan motivasi. 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara kembang yang terus meningkatkan melakukan pembangunan di 

segala bidang, baik itu di bidang kesehatan yang menunjang kebutuhan masyarakat dalam negeri maupun di luar 

negeri. Pembangunan yang bertujuan untuk menyejahteraan kehidupan rakat dan juga menyukseskan pembangunan 

nasional. 

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan suatu unsur kesejahteraan yang wajib di wujudkan bagi 

semesta bangsa Indonesia. Undang-undang No.36 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak 

yang sama dalam memperoleh akses atas sumberdaya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan 

yang yang aman, bermutu dan terjangkau[1]. 

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional) merupakan badan usaha milik negara 

yang di tugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh 

rakyat Indonesia, BPJS Kesehatah mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014. 

Jaminan kesehatan nasional (JKN) merupakan salah satu program yang di buat untuk membangun 

penduduk Indonesia yang sehat, dengan mengikuti kepesertaan JKN di harapkan masyarakat mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang baik dan pengobatan yang sesuai dengan pembayaran yang terjangkau. Program jaminan 

kesehatan nasional (JKN) Melalui BPJS Kesehatan merupakan inisiatif untuk pemerataan kualistas layanan kesehata 

bagi seluruh lapisan masyarakat, Dengan iuran yang terjangkau dan cakupan pelayanan kesehatan yang luas. Iuran 

adalah sejumlah uang yang di bayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, atau pemerintah. Iuran merupakan 

faktor esensial dalam suksesnya suatu sistem  jaminan sosial nasional. 

 Pembayaran iuran diatur dalam Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64  Tahun 2020 tentang perubahan 

kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, yang mengatur sanksi bagi peserta 

yang terlambat membayar iuran. Sanksi yang diatur yaitu denda, teguran, bahkan penghentian layanan Jaminan 

Kesehatan. Namun kepatuhan peserta khususnya Peserta Mandiri  untuk membayar iuran masih kurang baik[2].   

Namun pada kenyataannya meskipun timbul fluktuasi atas jumlah peserta peserta bukan penerima uapah di 

Kecamatan Tondano selatan  ternyata kondisi pembiayaan tidak sempurna. Terbukti pada Tahun 2022, kepatuhan 

peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan Cabang Tondano, yang aktif dalam membayar iuran masih kurang 

maksimal. Saat ini tercatat bahwa jumlah peserta BPJS Kesehatan di kecamatan Tondano Selatan per tahun 2022 

sebanyak 3.977 jiwa, penduduk yang aktif dalam membayarkan iuran sebanyak 2.137 (59,73%) jiwa dan terdapat 

peserta yang tidak aktif sebanyak 1.840 ( 40,27%) jiwa. (sumber: data kantor BPJS Kesehatan Tondano Tahun 

2022). 
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Dari kondisi Non Aktif  yang terdapat di data tersebut tentunya sangat berpengaruh bagi kesehatan kondisi 

keuangan BPJS Kesehatan cabang Tondano. Berdasarkan observasi awal hal ketidakpatuhan peserta dalam 

membayar iuran PBPU BPJS Kesehatan di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pendapatan, pengetahuan, 

persepsi dan motivasi hal inilah menjadi hal yang terkait keaktifan peserta dalam pembayaran iuran peserta BPJS 

kesehatan  mandiri di kecamatan Tondano Selatan. hal ini di tegaskan oleh bidang BPJS kesehatan cabang Tondano 

yang menyatakan bahwa tingkat keaktifan Peserta Mandiri atau informasi dalam BPJS kesehatan cukup rendah, 

kurang lebih  hanya sekitar 59,73 %  dari total keseluruhan peserta. Sementara tingkat Manfaat yang terima oleh 

peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan atau masyarakat yang menggunakannya begitu tinggi. 

Dari kondisi Non Aktif  yang terdapat di data tersebut tentunya sangat berpengaruh bagi kesehatan kondisi 

keuangan BPJS Kesehatan cabang Tondano. Berdasarkan observasi awal hal ketidakpatuhan peserta dalam 

membayar iuran Peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

pendapatan, pengetahuan, persepsi dan motivasi hal inilah menjadi hal yang terkait keaktifan peserta pada pelunasan 

iuran peserta bukan penerima upah di kecamatan Tondano Selatan. hal ini di tegaskan oleh bidang BPJS kesehatan 

cabang Tondano yang menerangkan sebenarnya kualitas keaktifan Peserta bukan penerima upah BPJS kesehatan 

kurang efektif,  hanya sekitar 59,73 %  dari total keseluruhan peserta. Sementara tingkat Manfaat yang terima oleh 

peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan atau masyarakat yang menggunakannya begitu tinggi. 

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) ialah Badan Usaha Milik Negara di 

tugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat 

Indonesia, BPJS kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014 sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai 

beroperasi sejak 1 Juli 2014[3]. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama akses  (Asuransi Kesehatan ), yang di kelola 

oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia 

berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. Setiap warga negara Indonesia dan warna negara 

Asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 

14 UU BPJS. Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal. 

Pekerja informal juga berwajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan 

membayar iuran yang sesuai dengan tingkatan manfaat yang di inginkan[4]. 

Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, terdiri 

dari: 

1. Pekerja di luar Hubungan Kerja atau Pekerja Mandiri antara lain; 

Berskala mikro dengan modal kecil, menggunakan teknologi sederhana/ rendah, menghasilkan barang atau 

jasa dengan kualitas relatif rendah, tempat usaha tidak tetap, mobilitas tenaga kerja sangat tinggi, kelangsungan 

usaha tidak terjamin, jam kerja tidak teratur, tingkat produktivitas dan penghasilan relatif rendah dan tidak tetap, 

tidak mempunyai perjanjian/ kontrak kerja 

2. Pekerja yang termasuk kelompok bukan penerima upah antara lain: 

Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, 

konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, 

pelukis, dan seniman lainnya, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 

pengarang, peneliti, dan penerjemah, pengawas atau pengelola proyek, warga negara asing yang bekerja atau 

berusaha atas risiko sendiri di negara kesatuan republik Indonesia minimal enam bulan dan di lengkapi dengan surat 

izin kerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwewenang sesuai ketentuan per undang-undangan[5] 

Patuh adalah perilaku seseorang yang memiliki kemauan membayar iuran secara tepat berdasarkan waktu 

yang telah ditetapkan dan Ketidakpatuhan merupakan suatu sikap di mana peserta bukan penerima upah tidak 

disiplin atau tidak maksimal dalam melaksanakan kewajiban yaitu membayar premi atau iuran Jaminan Kesehatan 

Nasional. 
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Menurut H.C Kelman dalam Anggraeini dan Kiswaran (2011) kepatuhan diartikan sebagai suatu kepatuhan 

yang di dasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang 

mungkin di jatuhkan[6] dan faktor penghambat terhadap netralitas suatu lembaga dapat di lihat dari segi hierarkis 

kepemimpinan, kelembagaan keinginan pribadi, sektor kesadaran masyarakat.[7].  

  Gibson (1991) mendefinisikan kepatuhan sebagai motivasi seseorang atau kelompok untuk membuat atau 

tidak berbuat sesuai dengan perintah atau aturan yang telah di tetapkan. Baron (2003) menambahkan bahwa 

kepatuhan merupakan  dilakukan karena adanya unsur Power. Power di artikan sebagai suatu kekuatan atau 

kekuasaan yang berpengaruh pada seseorang atau lingkungan tertentu. Pengaruh sosial ini dapat berdampak positif 

maupun negatif terhadap perilaku individu. Adanya kekuatan dari pihak berwenang membuat seseorang mematuhi 

dan melakukan apa yang di perintahkannya[8] 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kepatuhan Membayar Iuran peserta Bukan Penerima Upah 

(Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan Dan Kecamatan Tondano Selatan).  

Sebab itu, dibutuhkan adanya analisi dan amatan akademis berhubungan dengan bagian kepatuhan terlebih 

pada faktor- faktor yang mempengaruhi ketaatan peserta pada melunasi iuran pada BPJS Kesehatan di cabang 

Tondano para peserta bukan penerima upah . Untuk mengetahui masalah-masalah mengenai faktor-faktor yang 

mempengruhi kepatuhan peserta bukan penerima upah  yang berada di kecamatan Tondano Selatan dan membuat 

pemecahan kebijakan yang nantinya dapat tepat sasaran. 

II. METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam  penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena dengan penelitian 

kualitatif lebih menekan pada proses pencarian  makna, pengungkapan makna, dibalik fenomena yang muncul yang 

menyangkut penelitian mengenai Kepatuhan membayar iuran peserta bukan penerima upah . 

Creswell, J.W di perjelas dalam Tangkau (2012) menyatakan bahwa penelitian yang dibimbing oleh 

paradigma kualitatif mendefinisikan sebagai: “suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia 

atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks, yang di sajikan dengan kata, melaporkan 

pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah[9] 

Penelitian kualitatif selain dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang nyata tetapi di harapkan dapat 

mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi. Suatu jenis penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan 

objek studi atau dengan kata lain dalam penelitian sangat di perlukan jenis penelitian yang sesuai dengan pokok 

permasalahan da tujuan penelitian dengan maksud agar di peroleh data yang relevan dengan permasalahan 

penelitian, 

Dalam peneltian kualitatif menggunakan metode pendekatan deskriptif, dimana pendekatan deskriptif 

merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem, 

pemikiran atau data kelas peristiwa pada masa sekarang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu 

sendiri dan teknik pengumpulan data bergeraak dari lapangan empiris dalam upaya membangun teori dari data 

dengan cara proses memasuki lokasi dapangan dan ketika berada di lokasi lapangan serta pengumpulan data.  

III. HASIL PENELITIAN  

 Tugas peserta bukan penerima upah adalah menjalankan tanggung jawab setiap kebijakan atau aturan yang 

telah di buat oleh BPJS Kesehatan. Kepatuhan peserta bukan penerima upah dalam membayarkan iuran BPJS 

Kesehatan merupakan perwujudan yang nyata akan sebuah kebijakan atau program yang telah di tetapkan 

sebelumnya untuk pencapaian baik pada tujuan maupun sasaran. Kepatuhan dari sebuah kebijakan diharapkan agar 

setiap usaha yang ada di dalamnya harus mencapai pada suatu perubahan baik besar maupun kecil. Penelitian ini di 

laksanakan di Kecamatan Tondano Selatan bermaksud untuk memperoleh informasi mendalam tentang kepatuhan 

mengenai penunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Kecamatan Tondano Selatan.  
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Pada penelitian ini menggunakan empat indikator yakni: (1)Pendapatan (2)Pengetahuan (3)Persepsi (3) 

Motivasi. 

1. Pendapatan  

Suroto (2000) mengemukakan bahwa pendapatan adalah sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan secara langsung 

maupun tidak langsung (hestanto,2017) menurut sakinah (2014) terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat 

pendapatan masyarakat dengan kesadarannya dalam berasuransi[10] 

Pendapatan merupakan suatu penghasilan yang dihasilkan pada kegiatan informan pada skalanya sinkron 

standar upah minimum pendapatan yang dihasilkan setiap informan dan tolak ukur upah minimum pendapatan per 

kapita daerah. Mengenai pendapatan peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan yang berada di Kecamatan 

Tondano Selatan, masih banyak pendapatan peserta bukan penerima upah yang rendah sehingga peserta hanya 

mampu memenuhi kebutuhan sehari -hari di bandingkan dengan membayarkan iuran BPJS Kesehatan. berdasarkan 

hal ini selajan pada teori di kemukakan Hasan, 2020 ia menyatakan bahwa peserta bukan penerima upah yang 

memiliki pendapatan yang tinggi, selain mampu mengalokasikan pendapatnya untuk kebutuhan sehari juga mampu 

untuk membayar biaya kesehatan sehingga dapat melakukan pembayaran rutin setiap bulannya.  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa setiap informan yang telah di wawancarai mempunyai 

sumber pendapatan dari usaha yang sementara mereka jalankan pendapatan informan hanya Rp.1.500.000 – Rp. 

2.000.000, yang menjadi pilihan kelas mereka adalah kelas iii dengan jumlah tanggungan per orang yaitu sebesar 

35.000 dan juga jumlah tanggungan informan terdapat tiga sampai dengan empat peserta, dengan pendapatan yang 

rendah mengakibatkan informan melakukan penunggakan dalam membayar iuran di dukung juga karena banyak 

biaya kebutuhan yang lebih penting di penuhi di bandingkan dengan pembayaran iuran tersebut di samping itu juga 

beberapa informan juga patuh dalam membayarkan iuran Peserta Bukan Penerima Upah  BPJS Kesehatan di awal 

menjadi peserta BPJS Kesehatan dikarenakan masih memiliki pendapatan yang cukup untuk mencukupi  beban 

iuran  BPJS Kesehatan. 

Pendapatan informan memegang peranan signifikan tingginya kesadaran seseorang akan ketaatan untuk 

membayar iuran BPJS Kesehatan. pendapatan  rendah sanggup menurunkan kepatuhan informan untuk membayar 

iuran Peserta Bukan Penerima Upah BPJS Kesehatan gara-gara tidak adanya distribusi pendapatan yang 

mengefisienkan informan untuk membayar iuran yang terbilang. Sebagian banyak informan menegaskan 

sesungguhnya tidak pada segi tingkat penghasilan informan yang membuat informan yang patuh untuk pembayaran 

iuran Peserta bukan penerima upah  BPJS Kesehatan melainkan adanya kebutuhan yang harus di prioritaskan untuk 

dipenuhi.  

Bertentangan dengan informan yang pada saat awal menjadi peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan 

di mana pada saat itu informan masih mempunyai berpendapatan tinggi dan mempunyai tingkat kesejahteraan 

menengah ke atas, memiliki tingkat keteraturan yang baik atau tinggi dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. hal 

asing adalah kurangnya sosialisasi yang di bagikan pihak BPJS terhadap informan untuk bertambahnya pemahaman 

informan diwajibkan adanya pembinaan maupun sosialisasi, supaya warga masyarakat benar-benar memahami dan 

mengerti kegunaan atau manfaat, aturan selaku peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan. serta minimnya rasa 

peduli peserta mengenai aturan yang telah di sampaikan pihak BPJS Kesehatan. lewat hal itu akan mengurangi 

ketidakpatuhan informan paham membayar iuran meskipun ada kebutuhan lain yang di prioritaskan. Hasil penelitian 

di dukung oleh penelitian F.Mamonto, J langkai, R Mowilos yang mentakan bahwa kondosi sosial masyarakat dan 

busaya masyarakat juga sangat mempengaruhi masyarakat dalam memenuhi aturan yang telah terlaksana[11] dan  

juga di lakukan oleh M.Ahmad dan N.Muchlis tahun 2021 sebetulnya pendapatan yang minimum bisa merendahkan 

ketaatan informan pada membayar iuran BPJS Kesehatan, sebab masih tinggi keprntingan lain yang perlu di penuhi 

oleh informan sehingga tiada distribusi pendapatan untuk dipakai informan dalam melunasi iuran peserta bukan 

perima upah[12]. 
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2. pengetahuan  

Menurut Teori Natoatmodjo, 2014 bahwa pengetahuan merupakan hasil tahu dan nilai yang terjadi setelah 

orang melalukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu.[13] Pengetahuan adalah seluruh informasi yang 

dipahami oleh informan mengenai segala sesuatu mengenai peseserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan. 

terdapat informan yang mempunyai pengetahuan yang seluruhnya belum memahami atau masih memiliki 

pemahaman yang rendah peraturan-peraturan dan kerumitan sebagai peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan. 

Berlandaskan hal tersebut di peroleh penelitian mendapatkan bahwa informan menjadi peserta bukan penerima upah 

BPJS Kesehatan sebagian besar informan dan kebijakan dari BPJS Kesehatan telah lengah seperti denda 

pembayaran yang menunggak dan juga informan mengetahui risiko dari ketidakpatuhan informan dalam 

membayarkan iuran tersebut tetapi informan tersebut tetap melakukan penunggakan dalam membayar iuran BPJS 

Kesehatan Tersebut. perihal ini akibat kepedulian informan tidak sedang terpatok terhadap pelunasan iuran Peserta 

bukan penerima upah BPJS Kesehatan melainkan lebih memilih mencukupi kepentingan yang harus di utamakan. 

Berlandaskan ini serasi pada teori di kemukakan oleh teori John S. Askin dalam Ariadi tahun 2015 yang 

mengungkapkan bahwa pengetahuan sebagai faktor pemasti untuk pentingnya tindakan dan cara melihat seorang 

untuk menetapkan kualitas kesehatannya[12]  

Pada keadaan ini bahwa peneliti benafsirkan kepada informan yang mempunyai pengetahuan banyak 

sangat penting terhadap kepatuhan membayar iuran Peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan Hal ini 

mencerminkan sesungguhnya informan yang mengetahui luasnya mengenai Peserta bukan penerima upah BPJS 

Kesehatan tidak tentu mempunyai kemauan membayarkan iuran justru informan tidak terdaftar selaku peserta bukan 

penerima upah BPJS Kesehatan. dari pada itu informan tidak hanya memperoleh informasi dari BPJS Kesehatan 

menjadi pemahaman serta mendapat pelayanan kesehatan. pemahaman peserta terhadap jasa yang diperoleh sangat 

amat rendah. Informan ingin memakai pelayanan kesehatan jikalau peserta mengalami sakit dan penjelasan yang 

mereka miliki beralaskan wawasan informan pada saat informan mengalami  sakit pada terakhir kalinya. 

Sama halnya untuk ketaatan melunasi iuran BPJS Kesehatan, peserta harus melunasi itu karena merupakan 

suatu kewajiban dan tanggung jawab, mereka telah mempunyai pengalaman soal menunggak  iuran BPJS Kesehatan 

itu sendiri.  

Hasil penelitian ini juga di dukung penelitian A Takalentangan,AR Dilapanga, M Mandagi 2021 bahwa 

kurangnya sosialisasi terhadap suatu program yang terlaksana dapat mempengaruhi masyarakat atau peserta dalam 

melaksanakan suatu kebijakan tersebut[14]. 

3. persepsi  

persepsi menurut Desiderato ialah pengalaman mengenai objek, peristiwa, ataupun hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Asnah (2001) menerangkan bahwa persepsi 

masyarakat kepada pelayanan kesehatan yang telah bekerja sama dengan badan penyelenggara asuransi kesehatan 

dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk terus melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan secara 

sistematis. Berlandaskan hal ini sjalan dengan teori yang di kemukakan Notoatmodjo, 2020 ia menyatakan bahwa 

persepsi seseorang muncul karena adanya suatu pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang 

dihasilkan dengan menyimpulkan informasi dan menyimpulkannya dalam pengertian menyimpulkan persepsi positif 

ataupun  negatif.[15] 

Persepsi informan tentang BPJS Kesehatan tergolong dalam penyajian kesehatan yang diperoleh pada saat 

informan berobat tentu sebagai hal yang pertama menjadi karakter persepsi peserta, sebab pengukuran perdana yang 

dipakai pada aktivitas yang akan mendatang. Berlandaskan buatan penelitian, perihal berbeda sebagai salah satu 

aspek sikap pandangan informan.  
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Berdasarkan hasil wawancara merujuk bahwa setiap daerah di Kecamatan Tondano Selatan  masih dapat 

dilaksanakan bagus bagi informan bukan pnerima upah BPJS Kesehatan. karena lokasi melunasi sudah terdapat 

dengan berlimpah  cara dengan pembayaran melalui internet Banking, Via Minimarket , layanan Bank dan juga 

Kantor Pos dan sebagainya yang telah dapat di akses langsung bagi masyarakat atau peserta bukan penerima upah 

BPJS Kesehatan yang memakai smartphone dan tempat pembayaran lainnya yang dekat dengan lokasi informan 

tersebut.  

Persepsi informan diperoleh berawal dari kesan awal mengenai wilayah penyajian kesehatan yang sudah 

bekerja sama melalui  BPJS Kesehatan boleh berdampak pada niat informan kepada selalu melunasi iuran BPJS 

Kesehatan dengan teratur. Kesan pada awal kali yang kurang memuaskan yang diperoleh oleh informan saat 

penyajian kesehatan sangat mempengaruhi pembentukan persepsi informan pada kepentingan untuk memanjangkan 

kala ke pesertaannya dan kepatuhan peserta pada pembayaran iuran BPJS Kesehatan. 

meskipun pada informan kesan pada awal mempunyai persepsi yang baik pada lokasi jasa kesehatan bakal 

menaikkan ketaatan pada melunasi iuran Peserta bukan penerima upah BPJS kesehatan karena informan telah 

mendapat jasa kesehatan maka hendak akan menaikkan hubungan ke pesertaan BPJS Kesehatan. Tetapi dari buatan 

yang diperoleh dari hasil wawancara di lakukan peneliti meskipun informan mempunyai persepsi positif, informan 

tetap melakukan penunggakan terhadap pembayaran iuran BPJS Kesehatan.  

Hasil ini serasi pada hasil penelitian di lakukan St. Rosmanely 2018, ialah hal yang mempengaruhi 

penghalang ketaatan melunasi iuran belaskan persepsi informan antara lain minimnya wawasan, mengenai 

keterbatasan pendapatan serta terdapat mendahulukan kepentingan yang lain ketimbang kesehatan[16]. 

4. Motivasi  

Motivasi adalah dorongan yang di berikan seseorang terhadap orang lain dan menyebabkan orang yang di 

beri motivasi itu menjadi lebih semangat dan giat dalam bekerja serta memiliki rasa antusias untuk mencapai hasil 

yang maksimal. Sumber motivasi informan sangat berpengaruh terhadap melakukan pembayaran iuran BPJS 

Kesehatan. dan kualitas motivasi juga sangat mempengaruhi peserta dalam melakukan pembayaran ketika peserta 

memiliki motivasi yang tinggi maka niat untuk melakukan pembayaran iuran juga meningkat sama halnya ketika 

peserta memiliki motivasi yang rendah maka informan juga kurang patuh dalam melakukan pembayaran iuran 

Peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan serta sikap dan perilaku juga sangat mempengaruhi mendukung suatu 

kebijakan implementasi pakta suatu integritas suatu kebijakan[7]. Beralaskan keadaan tersebut sejalan pada teori di 

kemukakan John Elder (1998) mendefinisikan motivasi sebagai interaksi antara perilaku dan lingkungan sehingga 

dapat meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan perilaku.[17] Maslow (1992) menyatakan motivasi 

didasarkan atas tingkat kebutuhan yang di susun menurut prioritas kekuatannya dan Kertayasa (2010) menjelaskan 

apa bila kebutuhan pada tingkat bawah telah di penuhi, akan menimbulkan kemauan untuk memenuhi kebutuhan 

yang lebih tinggi[18] 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua informan memiliki motivasi yang positif 

juga mendapatkan motivasi dari keluarga informan untuk melunasi tagihan BPJS Kesehatan lantaran untuk anggaran 

kesehatan pada saat menyembuhkan sakit di rumah sakit. Pada keadaan ini informan mempunyai hubungan karakter 

dan wilayah maka dapat menaikkan, meminimumkan atau memjaga karakter tersebut. karakter yang di maksud ialah 

ketaatan pada membayarkan iuran BPJS Kesehatan tetapi meskipun kedua peserta tersebut mempunyai motivasi 

yang positif peserta tetap memilih melakukan penunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan karena bagi 

informan bukanlah hal motivasi yang mempengaruhi peserta dalam melakukan penunggakan melainkan karena 

pendapatan informan yang minim . 

Dan juga terdapat tiga peserta yang sama sekali tidak memiliki motivasi baik dari diri sendiri maupun 

keluarga informan, hal tersebut juga mempengaruhi peserta dalam  melakukan penunggakan peserta karena bukan 

kurangnya motivasi informan melakukan penunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan melainkan karena 

kurangnya alokasi pendapatan peserta terhadap pembayaran iuran BPJS Kesehatan. 
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 Asal motivasi peserta terhadap pembayaran iuran BPJS Kesehatan bahwa pada saat informan memdapati 

keterangan jelas pada berlimpahnya sisi antara lain BPJS Kesehatan, mudah di mengerti, dan di rasa positif pada 

pemeasan kepentingannya, maka memperoleh satu ketaatan pada melunasi iuran BPJS Kesehatan. akibatnya, 

ketaatan melunasi pada saat informan memperoleh keterangan mengenai BPJS Kesehatan yang pisitif dan mengerti  

melakukan pada melaksanakan BPJS Kesehatan tersebut dan memiliki pemahaman untuk melunasi iuran BPJS 

Kesehatan. aspek pada asal informasi tertera ialah instrumen, di mana istrumen pun berimbas pada informan, 

semakin tinggi instrumen penjelasan yang membagikan penjelasan mengenai BPJS Kesehatan sebagai menyeluruh, 

lebih tinggi wawasan terhadap BPJS Kesehatan. tetapi, istrumen  informasi dan karakter informasi itu belum dapat 

menumbuhkan kepemahaman informan pada melunasi iuran Peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan hal 

tersebut di pengaruhi oleh faktor lain yang menjadi prioritas penting. 

IV. KESIMPULAN  

1. Bagaimana kepatuhan membayar iuran Peserta Bukan Penerima Upah studi kasus  pada BPJS Kesehatan 

dan Kecamatan Tondano Selatan. 

 Kepatuhan Peserta Bukan Penerima Upah pada membayarkan iuran BPJS Kesehatan di kecamatan 

Tondano selatan belum sepenuhnya patuh dalam memembayarkan iuran BPJS Kesehatan di Kecamatan Tondano 

Selatan.  

2. Faktor-faktor yang  Mempengaruhi Kepatuhan Membayar iuran Peserta Bukan Penerima Upah studi kasus 

pada BPJS Kesehatan dan Kecamatan Tondano Selatan. 

Berdasarkan hasil penelitian  dan pembahasan maka yang menjadi kesimpulan bahwa: (1) informan masih 

memiliki pendapatan yang rendah sehingga informan tidak memiliki biaya untuk  mengalokasikan  membayarkan 

beban iuran BPJS Kesehatan. (2) informan belum sepenuhnya memahami kerumitan BPJS Kesehatan sehinngga 

informan tidak patuh dalam membayarkan Iuran BPJS mereka. (3)  Informan juga belum sepenuhnya memberikan 

Persepsi yang positif kepada BPJS Kesehatan sehingga informan Melakukan Penunggakan Dalam Membayarkan 

Iuran BPJS Kesehatan. (4)Informan belum sepenuhnya memiliki Motivasi yang positif sehingga informan tetap 

memilih melakukan penunggakan dalam membayarkan iuran BPJS Kesehatan. 
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